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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap teknologi pajak di STIE MDP Palembang
Adapun teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Elektronik Nomor Faktur,
Elektronik Surat Pemberitahuan, dan Elektronik Filing. Metode yang digunakan adalah
metode korelasi. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS versi
22. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi yang
sudah mengambil mata kuliah perpajakan yang terdaftar di STIE MDP Palembang.
Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemahaman mahasiswa akuntansi
terhadap teknologi pajak, dan dari hasil analisis korelasi di dapat korelasi antara
pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap teknologi pajak adalah 0.604. Berdasarkan
tingkat keeratan, korelasi tersebut termasuk ke dalam tingkat keeratan kuat yang berarti
terdapat hubungan yang kuat antara variabel X terhadap variabel Y.
.
Kata kunci : Pemahaman, Elektronik Nomor Faktur, Elektronik Surat Pemberitahuan,
Elektronik Filing.
Abstract
This study purpose to find out if there is a relationship between students'
understanding of accounting for technology STIE MDP tax in Palembang The technology
referred to in this research is the Electronic Invoice Number, Electronic Mail
Notification, and Electronic Filing. The method used is the method of correlation.
Technique of data analysis and hypothesis test by using SPSS version 22. The population
used in this study are Accounting Students who have taken courses taxation listed in STIE
MDP Palembang. The sample in this study using the technique of accidental sampling.
The results showed that there is a relationship between students 'understanding of
accounting to tax technology, and the results of the correlation analysis can be a
correlation between students' understanding of the technology tax accounting is 0.604.
Based on the level of power, the correlation was included into the strong level of
closeness which means there is a strong relationship between the variable X to variable
Y.
Keywords: Comprehension, Electronic Invoice Number, Electronic Mail Notification,
Electronic Filing.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya
kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi akan lebih efektif
dan efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi. Pada perekonomian
global saat ini teknologi informasi melalui media online sudah banyak digunakan
oleh masyarakat bahkan juga sudah digunakan oleh instansi–instansi pemerintahan.
Saat ini sistem perpajakan di Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi
informasi. Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang semakin maju dan
berkembang. Teknologi yang semakin maju dan menawarkan berbagai kemudahan
dengan ini diharapkan penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin untuk kepentingan mayarakat. (Wahyuni, 2014)
Belajar merupakan suatu perubahan dalam kepribadian sebagaimana
dimanifestasikan dalam perubahan penguasaan-penguasaan pola respon atau
tingkah laku baru yang mungkin berbentuk keterampilan, kebiasaan, kemampuan,
atau pemahaman. Proses belajar pada dasarnya merupakan interaksi dinamis
antara mahasiswa dengan dosen dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Ada beberapa faktor-faktor kesulitan pada diri mahasiswa diantaranya:
kurang berusaha untuk berkonsentrasi diri terhadap mata kuliah yang dihadapi
khususnya pada mata kuliah perpajakan, kurang percaya diri dalam menyelesaikan
soal-soal, kurang menghafal bahan pelajaran, terlalu banyak kegiatan lain, kurang
dapat mengerti penjelasan yang diberikan oleh dosen, kurang cermat dan
menangkap apa yang diterangkan dosen, dan kurang dapat membagi waktu belajar.
Sehingga terdapat sebagian mahasiswa yang belum memahami akan teknologi
pajak tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum
memahami mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Jendral Pajak.
Dari fenomena  dan hasil penelitian  sebelumnya peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan objek penelitian adalah mahasiswa akuntansi STIE
MDP Palembang yang telah mengambil mata kuliah perpajakan. Adapun judul
dalam penelitian “Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Teknologi
Pajak”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah ada hubungan antara pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap
teknologi pajak?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pemahaman mahasiswa akuntansi
terhadap teknologi pajak.
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2. LANDASAN TEORI
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Definisi Pajak
Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2013)
yaitu iuran rakyat kepada kas Negara tanpa mendapatkan jasa timbal berdasarkan
undang-undang yang dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib
kepada Negara terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.
2.1.1.1  Fungsi Pajak
Menurut Resmi (2014, h.3), terdapat dua fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak dalam fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan sumber
penerimaan pemerintah untuk dipakai membiayai pengeluaran baik
secara rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-
tujuan diluar bidang keuangan.
2.1.1.2  Jenis Pajak
Dalam Resmi (2014, h.7), Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi
tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga
pemungutnya.
1. Menurut Golongannya
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Langusng adalah pajak yang dipikul atau ditanggung
sendiri oleh Wajib Pajak serta tidak dapat dilimpahkan ataupun
dibebankan kepada orang lain atau kepada pihak lain. Oleh
sebab itu pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang
bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan, PPh dibayar atau
ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh
penghasilan tersebut.
b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya dapat
dibebankan serta dilimpahkan kepada orang lain atau pihak
ketiga. Pajak tidak langsung terjadi dikarenakan suatu peristiwa,
atau perbuatan yang dapat menyebabkan terutangnya pajak,
misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya melihat atau
memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan
pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya melihat atau
memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan,
perbuatan, atau peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban
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membayar pajak, tanpa perlu memperhatikan keadaan pribadi
wajib pajak maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai rumah
tangga Negara pada umumnya.
b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah baik daerah tingkat I maupun II yang dipergunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2011, h.17) terdiri dari :
a. Official Assesment system
Official Assesment system adalah sistem dimana pemerintah
yang memiliki wewenang untuk memungut dan menentukan
besarnya pajak yang terutang.
b. Self Assesment System
Self Assesment System adalah sistem dimana wajib pajak yang
memiliki wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar oleh wajib pajak.
c. With Holding System
With Holding System adalah sistem dimana pihak ketiga memiliki
wewenang untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak. Dengan kata lain, terdapat pihak lain
atau orang ketiga yang menghitung dan melaporkan serta
memungut besarnya pajak yang harus dibayar.
2.1.1.4  Asas-asas Pemungutan Pajak
Menurut Smith (dikutip dalam Waluyo, 2014, h.13) terdapat empat
asas-asas dalam pemungutan pajak, yaitu:
1. Equality
Asas Equality menyatakan bahwa pajak harus bersifat adil dan
merata. Setiap wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan
kemampuan membayar mereka. Wajib pajak membayar pajak
digunakan oleh pemerintah dalam membiayai Negara sedangkan
wajib pajak yang telah membayar pajak akan memperoleh
manfaatnya.
2. Certainty
Asas Certainty menyatakan bahwa wajib pajak harus mengetahui
berapa pajak yang harus dia bayar, kapan dia harus membayar
dan batas pembayaran pajak. Dengan kata lain, wajib pajak harus
mengerti dan memiliki pengetahuan mengenai pajak.
3. Asas Convenience
Asas Convenience menyatakan bahwa pada saat wajib pajak
harus membayar pajak terutangnya, diharapkan wajib pajak
dalam keadaan yang tidak sulit.
4. Economy
Asas Economy menyatakan bahwa biaya pemungutan dan biaya
kewajiban wajib pajak diharapkan tidak menjadi beban bagi
wajib pajak.
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2.2 Teknologi Pajak
Teknologi pajak adalah suatu sistem yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan
pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Adapun teknologi pajak
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Elektronik Nomor Faktur, Elektronik
Surat Pemberitahuan dan E-Filing
2.2.1 E-NOFA (Elektronik Nomor Faktur)
Menurut Rizqiah (2012), E-NOFA (Elektronik Nomor Faktur) Merupakan
sistem atau aplikasi baru dalam penomoran faktur pajak, dan juga merupakan
salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorak Jendral
Pajak agar dapat mencegah penggunaan faktur fiktif dan mempermudah dalam
pengawasan penomoran faktur pajak. Kebijakan baru yang dibuat oleh
Direktorat Jendral Pajak tersebut yang terutang dalam PER-24/PJ/2012 tentang
bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam
rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, serta tata cara
pembatalan faktur pajak E-NOFA merupakan bentuk peningkatan pelayanan
Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat khususnya PKP melalui
pengendalian nomor seri faktur pajak yaitu penomoran faktur pajak yang tidak
lagi dilakukan sendiri secara manual oleh pkp tetapi dikendalikan oleh
Direktorat Jendral Pajak.
2.2.2 E-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan)
E-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Dirjen     Pajak yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan
agar lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. E-SPT adalah
kependekan dari elektronik surat pemberitahuan. E-SPT merupakan salah satu
bentuk inovasi dari institusi Dirjen Pajak. Karena selama puluhan tahun
pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak dilaporkan oleh Wajib Pajak
secara manual dengan menggunakan banyak kertas, namun hal ini bisa
diminimalkan penggunaan kertasnya melalui penggunaan aplikasi E-SPT.
(www.pajak.go.id)
2.2.2.1 SPT Dianggap Tidak Disampaikan
Dalam pasal 3 ayat 7 UU KUP dinyatakan bahwa, SPT dianggap
tidak disampaikan apabila:
a. SPT tidak ditandatangani
b. SPT tidak dilampiri keterangan atau dokumen sesuai dengan
Per.Menkeu
c. SPT lebih bayar disampaikan telah lewat dari 3   tahun sesudah
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak maupun tahun pajak,
dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis.
d. SPT disampaikan setelah Direktorat Jendral Pajak   melakukan
pemeriksaan atau menerbitkan SKP. Apabila SPT dianggap tidak
disampaikan, Direktorat Jendral Pajak wajib memberitahukan
kepada Wajib Pajak (Pasal 3 ayat 7a UU KUP). SPT tersebut
dianggap sebagai data perpajakan.
2.2.2.2 Sanksi Karena Tidak Menyampaikan SPT
Sanksi bagi WP yang tidak menyampaikan SPT, berupa sanksi
administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP berupa kenaikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana
berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam
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Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.
1) Surat Teguran atas SPT yang tidak disampaikan.
Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang telah
ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT
Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran (Pasal 3 Ayat 5a UU
KUP). Penerbitan surat teguran, merupakan bentuk pembinaan
terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dengan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf
b dan pasal 13 ayat 3 UU KUP.
2) Sanksi Administrasi berupa denda.
Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan apabila SPT tidak
disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan
penyampaian SPT, dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT masa
PPN, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT masa lainnya,
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan PPh Wajib
Pajak Badan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
2.2.3 E-FILING (Elektronik Filing)
E-Filing adalah salah satu cara penyampaian pelaporan pajak  melalui
media elektronik secara Online & Real Time ke DJP dan dapat digunakan oleh
seluruh Wajib Pajak Badan maupun Perorangan di seluruh Indonesia. Secara
umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan
SPT Tahunan secara elektronik melalui e-filing diatur dengan melalui
Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang tata cara
penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan. Secara khusus,
penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT
Tahunan secara elektronik melalui e-filing pada situs Direktorat Jenderal
Pajak diatur dengan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
39/PJ/2011 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Menggunakan Formulir 1770S atau
1770SS Secara e-filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak
(www.pajak.go.id)
2.2.3.1 Prosedur Elektronik Filing
Prosedur penggunaan E-Filing sebagai aplikasi pajak online
adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk
menggunakan efiling:
Langkah pertama mengajukan permohonan
1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor
pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar sesuai dengan contoh
surat permohonan, dengan melampirkan data sebagai berikut :
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat
Keterangan
b. Dalam hal pengusaha kena pajak disertai dengan fotokopi surat
pengukuhan pengusaha kena pajak
2) Permohonan sebagimana dimaksud diatas dapat disetujui apabila :
a. Alamat yang tercantum pada permohonan     alamat dalam
database wajib pajak di Dirjen Pajak.
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b. Bagi wajib pajak yang telah mempunyai kewajiban
menyampaikan surat pemberitahuan dan telah melakukan
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
orang pribadi atau badan untuk tahun pajak terakhir
c. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 untuk
tahun pajak terakhir
d. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk 6
masa pajak terakhir
3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan atas
permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk dapat
memperoleh elektronik filing.
4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan  keputusan atas
permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk dapat
memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN)
paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Langkah Kedua : Registrasi
1) Wajib pajak yang telah mendapatkan Electronic Filing
Identification Number (e-FIN) dari kantor pelayanan pajak
mendaftarkan diri melalui website
2) Setelah wajib pajak mendaftarkan diri, layanan pajak akan
memberikan:
a. User ID dan Password
b. Aplikasi e-SPT beserta petunjuk penggunaannya dan
informasi lainnya, sesuai dengan jenis pajak yang
diperlukan.
c. Sertifikat digital (digital certificate) yang diperoleh dari
Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Electronic Filing
Identification Number yang telah di daftarkan oleh wajib
pajak.
3) Sertifikat Digital tersebut akan terinstal secara otomatis kedalam
komputer yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk
melakukan registrasi, antara lain berfungsi untuk :
a. Keamanan dengan melakukan pencetakan data e-SPT
b. Otentifikasi pengirim data e-SPT
c. Menjamin integritas data e-SPT
d. Mencegah penyangkalan
Langkah ketiga E-Filing
1) Pajak bisa mempersiapkan dan melakukan pengisian SPT
secara off-line melalui aplikasi e-SPT yang telah diberikan.
2) Setelah data terisi lengkap, penyampaian laporan e-Filing
dilakukan secara online melalui website
https://efiling.layananpajak.com/registrasiwp/
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2.2.3.2 Manfaat Elektronik Filing
Adapun manfaat dari E-filing bagi wajib pajak yaitu:
1) Pelaporan atau penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat
tanpa mengenal hari libur
2) Kesalahan input data dapat mudah direvisi pada saat pengisian data
pada formulir e-SPT, tanpa harus menghapus atau mengganti
kertas lembar SPT
3) Mengurangi biaya cetak lembar isian SPT
4) Penyederhanaan proses, dimana pelaporan SPT tidak perlu
dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di Kantor
Pelayanan Pajak
5) Konfirmasi dari Direktorat Jendral Pajak atas penerimaan
laporan pajak bisa diperoleh saat itu juga, setelah data-data yang
dikirim telah benar dan lengkap
6) Sentralisasi penyampaian SPT PPN bagi wajib pajak badan yang
memiliki beberapa kantor cabang dapat dilakukan sehingga bisa
mempermudah konsilidasi pelaporan pajak antar cabang.
2.2.3.3 Keuntungan Elektronik Filing
Keuntungan yang dapat dirasakan para Wajib Pajak dalam
menggunakan e-filing yaitu :
1. Penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara cepat, aman, dan
kapan saja
2. Murah, serta tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem
komputer
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam
bentuk wizard
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada
validasi pengisian SPT
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas
Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti
potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus,
perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta
dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran
Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor
Pelayanan Pajak melalui AccountRepresentative.
2.3 Penelitian Terdahulu
Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Judul Perbedaan Persamaan Hasil
Implementasi
elektronik nomor
faktur (E-NOFA)
pajak dalam upaya
meningkatkan
pelaporan wajib pajak
pada pegawai pajak di
Penelitian ini
meneliti mengenai
tentang upaya
meningkatkan
pelaporan wajib
pajak pada
pegawai pajak.
Sama-sama
membahas
tentang elektronik
nomor faktur.
Terdapat hambatan yang
dirasakan oleh pegawai
pajak dalam menerapkan E-
NOFA.
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kantor pelayanan
pajak pratama
surabaya (Firda Ayu
Rizqiah, 2012)
sedangkan penulis
meneliti mengenai
pemahaman
mahasiswa
terhadap E-NOFA
Pengaruh Penerapan
E-SPT dan
Pengetahuan
Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak di kantor
pelayanan pajak
pratama karees
bandung  (Ayu
Gustiyani, 2014)
Penelitian ini
meneliti tentang
Penerapan E-SPT
dan pengetahuan
perpajakan
sedangkan penulis
meneliti mengenai
Pemahaman
Mahasiswa
terhadap E-SPT
Sama – sama
membahas
tentang elektronik
surat
pemberitahuan.
Pengetahuan perpajakan
memberikan pengaruh
positif terhadap kepatuhan
pajak yang artinya apabila
semakin baik pengetahuan
perpajakan maka kepatuhan
pajak menjadi baik.
Pengaruh persepsi
penerapan sistem E-
FILING terhadap
tingkat kepatuhan
wajib pajak badan
dengan perilaku wajib
pajak sebagai variabel
intervening dan biaya
kepatuhan sebagai
variabel moderasi
(Tresno, 2014)
Penelitian ini
meneliti h
pengaruh persepsi
penerapan sistem
E-FILING
sedangkan penulis
meneliti tentang
Pemahaman
Mahasiswa
terhadap E-
FILING
Sama – sama
membahas
tentang E-
FILING
Biaya kepatuhan tidak
dapat memoderasi
hubungan antara persepsi
penerapan sistem E-
FILING dengan tingkat
kepatuhan wajib pajak.
2.4 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan,
maka kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut :
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran
2.5 Hipotesis
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian
ini adalah :
H: Terdapat hubungan antara pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap
teknologi pajak.
3. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
Penelitian Deskriptif Kuantitatif diamana metode ini bertujuan untuk memaparkan
apakah ada hubungan antara pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap teknologi
pajak rumusan masalah yang memadu peneliti untuk mengkontruksi hubungan
antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya (Sugiyono,2013, h.14-
15).
Pemahaman Mahasiswa
(X)
Teknologi Pajak
(Y)
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3.2  Objek dan Subjek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah teknologi pajak. Sedangkan subjek penelitiannya
adalah  STIE MDP Palembang.
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang terdaftar
di STIE MDP Palembang. Dalam penelitian ini tipe sampling yang digunakan yaitu
Accidental Sampling karena dimana pengambilan anggota sampel tersebut dilakukan
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan orang yang kebetulan ditemui itu
cocok sebagai sumber data.
3.4 Jenis Data
Menurut Sunyoto (2013, h.10-11) jenis data dapat di bagi menjadi dua yaitu:
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden pengumpulan
data   primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan ekonomi
yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan
dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer
dimana Data primer tersebut diperoleh langsung dari responden. Data primer yang
digunakan berupa kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah mengambil
mata kuliah perpajakan di STIE MDP Palembang.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan Kuesioner atau angket yang berupa pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu mahasiswa Akuntansi yang telah mengambil mata kuliah
perpajakan di STIE MDP Palembang.
3.6 Definisi Operasional
Operasional variabel merupakan segala yang berbentuk apa saja yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan
ditarik kesimpulan pada kemudian hari. Berikut ini merupakan tabel untuk
menjelaskan definisi operasional pada penelitian:
Tabel 3.2 Definisi Operasional
No. Variabel Definisi Indikator Skala
1 Pemahaman
Mahasiswa
(X)
Tanggapan mahasiswa
tentang teknologi
pajak apakah
teknologi tersebut
memberikan
pengetahuan yang
cukup baik bagi
mahasiswa.
(Gustiyani, 2014)
1. Pemahaman terhadap
Pajak.
2. Pemahaman peraturan
perpajakan.
3. Pemahaman terhadap
fungsi pajak.
Likert
2 Teknologi
Pajak (Y)
Teknologi pajak
adalah suatu sistem
1. Kemudahan Sistem E-
NOFA, E-SPT, dan E-
Likert
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yang digunakan oleh
wajib pajak untuk
melaporkan
sumbangan wajib
kepada negara atau
pemerintah
sehubungan dengan
pendapatan,
pemilikan, harga beli
barang, dan
sebagainya. (Rizkiah,
2012)
FILING
2.  Tujuan Penerapan
sistem E-NOFA, E-SPT,
dan E-FILING
3.    Kendala dalam
penerapan sistem E-NOFA,
E-SPT, dan E-FILING
3.7 Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
skala interval dimana pengukuran menggunakan instrument sikap dengan skala likert
berbentuk checklist. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan program SPSS
versi 22.0.
3.7.1 Uji Korelasi
“Analisis korelasional digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel
bebas dengan tergantung.” Kuat lemah hubungan diukur menggunakan jarak (range) 0
sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah (two
tailed). Korelasi searah jika nilai koefesien korelasi diketemukan positif sebaliknya jika
nilai koefesien korelasi negatif, korelasi disebut tidak searah. Yang dimaksud dengan
koefesien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua
variabel. Jika koefesien korelasi diketemukan tidak sama dengan nol (0), maka terdapat
hubungan antara dua variabel tersebut. Jika koefesien korelasi diketemukan +1. maka
hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear sempurna
dengan kemiringan (slope) positif. Sebaliknya. jika koefesien korelasi diketemukan -1.
maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear
sempurna dengan kemiringan (slope) negatif.
Tabel 3.4 Intepretasi Perhitungan Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Keeratan
0.00-0.199 Sangat Rendah
0.20-0.399 Rendah
0.40-0.599 Sedang
0.60-0.799 Kuat
0.80-1.000 Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono (2007)
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Teknologi pajak adalah suatu sistem yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan
pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Perkembangan ilmu
teknologi semakin pesat khususnya kemajuan teknologi informasi karena teknologi
informasi akan lebih efektif, efisien, dan dapat mempercepat penyampaian
informasi.
Seperti hal nya saat ini sistem perpajakan di Indonesia sudah menggunakan
teknologi informasi melalui media online. Adapun sebagian yang digunakan oleh
peneliti dalam teknologi pajak tersebut yaitu Elektronik Nomor Faktur, Elektronik
Surat Pemberitahuan, dan E-filing. Dimana peneliti melakukan sampel penelitian
berdasarkan jumlah mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah
perpajakan yang terdaftar di STIE MDP sebanyak 132 orang responden.
4.1.1.1 Visi dan Misi STIE Multi Data Palembang
Visi dan Misi STIE MDP Palembang :
Visi:
Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera Selatan tahun 2020
yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen,
bisnis dan akuntansi yang berbasis teknologi informasi, serta menghasilkan
lulusan cerdas, terampil, bermoral, dan berwawasan global.
Misi:
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga mahasiswa bisa
mempersiapkan diri memasuki dunia bisnis maupun menghadapi
persaingan di pasar kerja baik nasional maupun internasional.
b. Melakukan pengembangan pendidikan dan profesi bagi tenaga pengajar
dan staff pendukung.
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian secara terprogram serta
teratur dalam bidang ilmu manajemen, bisnis, dan akuntansi yang bisa
memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
d. Melakukan kegiatan pengabdian untuk masyarakat dengan menerapkan
ilmu manajemen, bisnis, dan akuntansi sebagai bentuk kontribusi
terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4.2 Hasil Penelitian
Berdasarkan pengertian diatas, maka hasil uji korelasi yang dilakukan pada
penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel  4.3 Hasil Uji Korelasi
Correlations
Total X Total Y
Total X Pearson Correlation 1 .604**
Sig. (2-tailed) .000
N 132 132
Total Y Pearson Correlation .604** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 132 132
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Dilihat dari hasil tabel korelasi diatas, nilai signifikansi X terhadap Y adalah
sebesar 0.000 yang berarti nilai signifkansi lebih kecil dari 0.05. Dan dari hasil
analisis korelasi di dapat korelasi antara pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap
teknologi pajak adalah 0.604. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai variabel X
(pemahaman mahasiswa akuntansi) terdapat hubungan korelasi yang kuat terhadap Y
(teknologi pajak). Yang berarti terdapat hubungan antara pemahaman mahasiswa
akuntansi terhadap teknologi pajak. Hasil tabel korelasi yang memiliki bintang pada
nilai pearson correlation membuktikan bahwa variabel X terdapat hubungan korelasi
yang kuat atau siginifikan terhadap variabel Y.
4.3 Hasil Pembahasan
Hasil penelitian mengenai Pemahaman Mahasiswa Akuntansi terhadap
Teknologi Pajak di STIE MDP Palembang bahwa terdapat adanya hubungan korelasi
yang kuat antara Pemahaman Mahasiswa Akuntansi terhadap Teknologi Pajak
seperti yang kita ketahui Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin
kian pesat dan berkembang, Dimana teknologi tersebut sangat dibutuhkan di dalam
kehidupan masyarakat khususnya mahasiswa. Dapat kita lihat dari mata kuliah yang
mereka tempuh seperti perpajakan, lab.perpajakan, akuntansi perpajakan, aplikasi
sistem perpajakan dan sebagainya rata-rata mahasiswa tersebut memperoleh hasil
yang cukup baik walaupun masih ada terdapat beberapa mahasiswa yang memiliki
nilai yang jelek. Dari penjelasan tersebut hal ini membuktikan bahwa sebagian
teknologi yang ada juga dipelajari dan diterapkan di dalam perkuliahan mereka.
Jika dilihat dari karakteristik angkatan, angkatan 2012 merupakan angkatan yang
telah mengambil mata kuliah perpajakan khusus perminatan yang sesuai dengan
kurikulum perkuliahan, sedangkan tahun 2013 dan 2014 merupakan angkatan yang
mengambil mata kuliah perpajakan secara umum tanpa adanya permintaan.
Angkatan 2013 dan 2014 ini tidak terlalu berfokus kepada detail perpajakan baik
dalam segi teknologi ataupun sejenisnya. Dimana Angkatan tersebut merupakan
angkatan yang masih berada di semester bawah yang mempelajari ilmu akuntansi
namun tidak secara umum atau kompleks, namun dibekali dengan mata kuliah
perpajakan seperti halnya lab. perpajakan. sedangkan angkatan 2012 merupakan
Angkatan yang mempelajari seluruh mata kuliah akuntansi secara kompleks dan
detail serta dibekali dengan mata kuliah perpajakan yang diantaranya adalah
akuntansi perpajakan, perpajakan lanjutan, aplikasi perpajakan dan sebagainya.
Dapat disimpulkan dimana para mahasiswa tersebut menerima pemahaman
mengenai teknologi pajak antara lain, Karena pemaparan dan penjelasan tentang
pajak yang diberikan dosen ketika dalam perkuliahan, belum lagi adanya sosialisasi
seminar dari dirjen pajak yang sering dilakukan di kampus. Selain itu juga beberapa
teknologi tersebut diterapkan dan dipelajari diperkuliahan serta informasi pajak yang
dapat mudah diakses di media elektronik menjadi salah satu alasan kenapa
mahasiswa menerima pemahaman mengenai teknologi tersebut.
5.KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diantaranya :
1. Dari hasil pengujian yang dilakukan terdapat hubungan korelasi yang kuat antara
pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap teknologi pajak. Dapat disimpulkan
bahwa semakin luas pengetahuan yang diberikan oleh dosen terhadap mahasiswa
maka akan semakin tinggi pengetahuan mahasiswa terhadap teknologi pajak
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tersebut. Banyak faktor yang membuat mahasiswa tersebut paham akan teknologi
pajak antara lain, Karena pemaparan dan penjelasan tentang pajak yang diberikan
dosen ketika dalam perkuliahan, belum lagi sosialisasi dan informasi pajak yang
dapat diakses di media elektronik menjadi salah satu alasan kenapa teknologi
pajak begitu dipahami oleh mahasiswa dan mahasiswi khususnya yang sudah
mengambil mata kuliah perpajakan.
2. Teknologi pajak yang memiliki varian dan penerapan yang berbeda membuktikan
bahwa tidak menjadi alasan bagi para mahasiswa untuk tidak mempelajari dan
memahami teknologi pajak tersebut, hal ini dikarenakan tuntutan akan
pemahaman tentang teknologi pajak yang harus dipelajari bahkan diterapkan
diperkuliahan untuk menunjang skill atau kemampuan mahasiswa akan informasi
perpajakan baik itu bersifat teknologi ataupun sejenisnya.
5.2. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diberikan beberapa saran
untuk peneliti sebelumnya :
1. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya
teknologi pajak tersebut. Seperti halnya masih banyak terdapat teknologi pajak
yang lain, selain itu data yang digunakan oleh peneliti hanya dari tahun 2012
sampai 2014 sehingga data yang diperoleh oleh peneliti hanya terbatas di tahun
tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian sesudah tahun
tersebut    sehingga dampak pemahaman mahasiswa akan terlihat lebih jelas.
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